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PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR lL TAHUN 2021

TEI{TAI{G

PERI'BAIIA.II KEENA.U ATAS PERATURN WA.LI KOTA BATU
ITOMOR 16 TAIIUN 2016 TEIITANG PEDOMA.IT PEMBERIAN

BA.IITUAN SOSIAL YANG TIDAX DAPAT DIR.EI{CA.IIANAII

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

WAII KOTA BATU,

Menimbang bahwa dalam rangka memberikar perhatian dan
penghargaan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan
veteran, perlu menetapkan Peraturan wali Kota Batu
tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wa.li Kota
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Sosial yarg Tidak Dapat Direncanakan;

Mengingat 1.

2.

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaharl
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undalg Nomor I Tahun 2004 tentang
PerbendalaJaan Negara (Irmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l4mbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20i1
Nomor 82, Tambahan l€mbaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2019
tentang Perubahar atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 201t tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (l,embarar Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Halaman2dtu'4hlm.

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambalan
Irmbarar Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentarg Pemerintalan Daerah
(Lembaran Nega-ra Republik lndonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahal l,embaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (tembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahal I€mbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahart
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedomar Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

10. Peraturar Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaal Keuangan Daerah;

11. Peraturar wali Kota Batu Nomor 9 Tahun 2013
tentang Tatacara PenBanggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggun&iawabar dan Pelaporar,
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 40
Tahun 2018 tentang Peruba-han Kedua atas Peraturan
Wati Kota Batu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Penganggaran Pela-ksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungiawaban dan Pelaporan, serta Monitorin g

dan Evaluasi Hiba-h dan Bantuan Sosial;
12. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 19 Tahun 2015

tentang Sistem darl Prosedur Pemberian Dana
Bantuan Bedah Rumah Tidal< Layak Huni;

13. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 16 Tahun 2016
tentarg Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang
Tidak Dapat Direncanakar sebagaimana telah diubah
beberapa ka-ti, tera-khir dengan Peraturan wali Kota
Batu Nomor 32 Tahun 2O2O tel)tang Perubahan
Kelima atas Peraturan Wa.li Kota Batu Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Sosial yang Tidak Dapat Direncarakan;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAIT WALI KOTA TEITTAITG PERUBAHAN
XEEITAM ATAS PERATI'RAIT WALI KOTA BATU NOMOR
15 TAHI'IT 2016 TENTANG PEDOMAIT PEMBERIAN
BAI{TUAN SOSIAL YANG TIDAI( DAPAT
DIREITCAI{AI{AIT,

1

Paaal I

Beberapa ketentuar dalam Peraturan Wali Kota Batu
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan
sebagaimala telah diubah beberapa ka1i, terakhir dengan
Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2O2O teftang
Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor
16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Sosia.l yang Tidak Dapat Direncanakan, diubah sebagai
berikut:

Ketentuan Pasal llA ayat (3) diubah sehingga
Pasal 1 1A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

bantuan sosial santunal kematian dapat diberikan
kepada:
a. tokoh agama;
b. tokoh nasyarakat; dan
c. veteran.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan sebagai bentuk perhatian dan
penghargaan atas jasa dan kontribusi kepada
masyarakat dan Pemerintah Daerah.

(3) Penerima bartuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (t) harus memiliki identitas yang jelas
sebagai penduduk Kota Batu atau pernah
berkontribusi di Kota Batu-

(4) Besaran bantuan sosia-l sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) diberikar paling tinggi sebesar
Rp5.000.000,00 (tima juta) per orang penerima
santunan kematian,

Ketentuan Pasal l2C huruf a dal huruf e diubah
sehingga Pasal l2C berbunl sebagai berikut:

Pasal 12C

Pengajuan bantuan santunan kernatian sebagaimana
dimaksud datam Pasal l1A harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
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a surat pefinohonan dari ahli waris yang ditujukan
kepada Wali Kota Batu;

b. surat keterangal kematial dari Desa/Kelurahan
setempat yang ditandatangani oleh Kepala
Desa/ Lurah setempat;

c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris
dan /atau yang menir gga.l;

d. fotocopy Kartu Keluarga ahli waris dan/atau
yang meninggal; darr

e. Surat Keterangan Tokoh ABama (TOGA) atau Tokoh
Masyarakat {TOMAS) dai Desa/Kelurahan
setempat yang ditandatargani oleh Kepa]a
Desa/Lurah setempat atau surat keterangan
identitas jabatan bahwa yang bersangkutan
berkontribusi dalam kemajuan pembangunan di
Pemerintah Kota Batu.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

ditetapkan di Batu
padatanggd J Februari 2021

WALI KOTA BATU

DEWANTI RUMPOXO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 9 Februari 2021

DAERAII KOTA BATU,

ZA.DIM EFFISIENSI

BERTTA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR tre

Halamm 4 dei 4 hlE ...


